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PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah dikemukakan pada bab-

bab sebelumnya terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh

penulis dalam penelitian ini terkait dengan pembatasan akses
masyarakat terhadap penggunaan media sosial dan internet oleh

Kemenkominfo berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka

penulis dapat menarik kesimpulan antara lain:

1. Kewenangan Kemenkominfo dalam melakukan pembatasan akses
internet dan media sosial tercantum dalam Pasal 40 ayat (2), (2a) dan
(2b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) namun
tindakan tersebut hanya diperbolehkan terhadap Informasi dan/atau

Dokumen Elektronik yvang memiliki muatan melanggar hukum.

Apabila dikaitkan dengan fenomena yang diangkat dalam penelitian
ini yakni tindakan pembatasan akses internet dan media sosial pada
tanggal 21-22 Mei 2019 dan 19 Agustus 2019 maka Kemenkominfo

tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembatasan akses

internet dan media sosial karena dalam kedua fenomena tersebut
Kemenkominfo melakukan tindakan pembatasan akses intenet

terhadap seluruh Informasi dan/atau Dokumen Elektronik dan telah

melebihi tindakan pembatasan HAM yang diperbolehkan dalam
Pasal 40 ayat (2), (2a) dan (2b) UU ITE sehingga menyebabkan
terlanggarnya hak untuk memperoleh informasi dan hak dalam
bidang Ekonomi dan Bisnis setiap warga negara yang bukan pelaku

penyalahgunaan internet. Selain itu, Kemenkominfo telah melakukan
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tindakan melanggar hukum karena tindakan tersebut tidak sesuai
dengan Pasal 4 ICCPR jo. Pasal 12 UUD 1945.

2. Tindakan pembatasan akses internet dan media sosial yang dilakukan
oleh Kemenkominfo pada fenomena tanggal 21-22 Mei 2019 dan 19
Agustus 2019 tidak mengandung Diskresi karena tindakan

Kemenkominfo dalam melakukan pembatasan akses internet dan

media sosial tidak memenuhi secara kumulatif tujuan Diskresi

sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 22 ayat (2) UU Administrasi
Pemerintahan serta bertentangan dengan peraturan peraturan
perundang-undangan, sehingga dengan tidak terpenuhinya secara
kumulatif tujuan Diskresi dan penggunaan Diskresi tersebut , maka

persyaratan diskresi sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 huruf a

dan huruf b UU Administrasi Pemerintahan juga menjadi tidak
terpenuhi.

5.2 Saran

Berdasarkan dari permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam
penelitian ini, maka penulis memiliki beberapa saran yang berkaitan
dengan permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu:

1. Badan/pejabat pemerintahan dalam hal ini Kemenkominfo
seharusnya lebih teliti dalam melakukan tindakan khususnya ketika
melakukan pembatasan akses internet dan media sosial agar tidak
melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Selain itu, Pembentuk
Undang-Undang sebaiknya melakukan revisi terhadap Pasal 40 UU
ITE guna memberikan kepastian hukum terhadap kewenangan
Pemerintah dalam melakukan pengurangan hak asasi manusia setiap
warga negaranya dengan memerhatikan prosedur sesuai Pasal 4
ICCPR jo. Pasal 12 UUD 1945 dan Pemerintah seharusnya
membentuk suatu Lembaga atau Komite yang Independen dan secara
khusus memiliki kewenangan untuk memberikan penilaian apakah
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dapat dilaksanakan penutupan akses terhadap Informasi Elektronik
dan/atau Dokumen Elektronik yang di sengketakan atau tidak.

. Kemenkominfo dalam melakukan tindakan dengan dasar Diskresi
harus memenuhi secara kumulatif syarat-syarat dan tujuan
penggunaan Diskresi agar Kemenkominfo tidak bertindak sewenang-
wenang atau  menyalahgunakan  wewenang.  Selain itu,
Kemenkominfo perlu memerhatikan terkait dampak yang
ditimbulkan dari suatu kebijakan/tindakan sebelum melakukan setiap
tindakan  khususnya Diskresi serta Kemenkominfo harus
bertanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukan.
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